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ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Unsur
Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jayapura, untuk menganalisis dasar Kkriteria suatu perbuatan dikategorikan
sebagai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan serta pembuktian
unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 2) atau menyalahgunakan kewenangan
(Pasal 3), pertama-tama didasarkan pada kriteria subyek yakni unsur setiap orang,
apakah terdakwa adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat 2 UU Tipikor ataukah bukan, apakah perbuatan dilakukan berdasarkan suatu
kewenangan atau kedudukan dalam jabatan, serta besarnya jumlah kerugian
negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 serta
memperhatikan tingkat keterlibatan terdakwa dalam mewujudkan suatu delik
termasuk sejauhmana terdakwa menerima atau menikmati hasil tindak pidana
korupsi. Pembuktian unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan
kewenangan dalam tindak pidana korupsi, didasarkan pada alat-alat bukti dan
unsur-unsur pasal, dengan mendudukkan unsur melawan hukum dan unsur
menyalahgunakan kewenangan yakni apakah suatu perbuatan dilakukan
bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya; ataukah perbuatan
bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut serta adanya
perbuatan yang sewenang-wenang.

Melihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat atau pandangan dalam
menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 terhadap suatu perbuatan korupsi, dan demi
keadilan serta kepastian hukum maka perlu diinventarisis dan diatur secara lebih
tegas mengenai kriteria suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan
kewenangan. Dasar dan kriteria seharusnya seragam dan berlaku bagi setiap sub
sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam
membuktikan unsur melawan hukum atau unsur menyalahgukan kewenangan,
maka sebaiknya dakwaan disusun secara alternative dan berdasarkan bukti-bukti
yang diperoleh dapat dipastikan untuk menentukan apakah unsur melawan hukum
yang harus dibuktikan ataukah unsur menyalahgukan kewenangan. Tidaka seperti
yang selama ini terjadi, dimana dakwaan selalu disusun secara subsidairitas
sehingga harus dibuktikan dakwaan primer (Pasal 2) baru jika tidak terbukti maka
dakwaan subside (Pasal 3) yang dibuktikan.

Kata kunci: Korupsi, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan.



ABSTRACT

Research with the title Proof of Unlawful Elements and Elements of Abusing
Authority in Corruption Crimes at the Jayapura District Court, to analyze the
basic criteria for an act categorized as unlawful or abusing authority as well as
proving elements against the law and abusing authority, using normative legal
research methods. through statutory approach, conceptual approach and case
approach. Secondary data collection in the form of primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials was carried out through a
literature study using qualitative analysis.

The criteria for determining a criminal act of corruption are categorized as
an unlawful act (Article 2) or abusing authority (Article 3), are firstly based on
the subject criteria namely the element of each person, whether the accused is a
civil servant as referred to in Article 1 paragraph 2 of the Corruption Law or not,
whether the act was carried out based on an authority or position in office, as
well as the amount of state losses in accordance with Supreme Court Circular
Letter No. 3 of 2018 and pay attention to the level of involvement of the defendant
in carrying out an offense including the extent to which the defendant receives or
enjoys the proceeds of corruption. Proof of elements against the law and elements
of abuse of authority in acts of corruption, based on evidence and elements of the
article, by placing elements against the law and elements of abuse of authority,
namely whether an act was committed contrary to the regulations governing it; or
is the act contrary to the purpose of the given authority as well as the existence of
an arbitrary act.

Seeing that there are differences of opinion or views in applying Article 2 or
Article 3 to an act of corruption, and for the sake of justice and legal certainty, it
Is necessary to inventory and regulate more strictly regarding the criteria for an
act against the law or abuse of authority. The basis and criteria should be
uniform and apply to every criminal justice sub-system in eradicating corruption.
In proving an element against the law or an element of abuse of authority, it is
best if the indictment is prepared alternatively and based on the evidence obtained
it can be ascertained to determine whether it is the element against the law that
must be proven or whether it is the element of abuse of authority. Unlike what has
happened so far, where the indictment is always prepared in a subsidiary manner
so that the primary indictment (Article 2) must be proven, only if it is not proven,
then the subsidiary indictment (Article 3) is proven.

Keywords: Corruption, against the law, abuse of authority.
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